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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengawasan  

Guna mencapai tujuan dan manfaat dari suatu produk hukum daerah 

yakni  “perda”  maka dibutuhkan pengawasan. DPRD adalah lembaga yang 

secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah 

dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu tugas dari 

DPRD adalah melakukan pengawasan atas kerja dari pemerintahan daerah. 

Maka dengan demikian pengawasan itu penting dilakukan agar perda dapat 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatur masyarakat didaerah. 

Pengawasan adalah salah satu bentuk kontrol yang dilakukan agar terciptanya 

tujuan yang diinginkan dari satu kebijakan. Kata “pengawasan”  berasal dari 

kata “awas”, berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu 

manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai sala satu unsur dalam 

kegiatan pengelolaan. George R. Terry dengan Sismanto Sunarno (2005:97) 

mengunakan istilah “control” sebagaimana yang dikutip Muchsan, yaitu :

“Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply 
corrective measures, if needed to ansuer to ensure result in keeping 
with the plan” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah 
dicapai, mengevaluasi dan meneraapkan tindakan koraktif, jika perlu, 
memastikan sesuai yang telah dengan rencana)  

Sehubungan dengan pengertian pengawasan Ahmad Helmy Fuady 

dkk (2002:22) berpendapat bahwa, sebagai lembaga pengawas atas 

pelaksanaan pembagunan Daerah, legislatif (DPRD) memegang kunci fungsi 

pengawasan. Selanjutnya Norbert Eschborn (2004: ii) meyatakan dalam 

A. Pengawasan  

Guna mmeencapai tujuan dan manfaat dari suuatatu produk hukum daerah 

yakni  “p“perda”  maka dibuutut hhkakan pepengngawwaasan. DPRD adadalal h lembaga yang 

seeccara yuridis ddala amam Undang-Undang NNommoror 3322 Tahun 20044 yang telah 

dirubaah h dedengngan Undndang-undang Nomor 23 Tahuhun n 20144, sasalalah h satu tugugas dari 

DPDPRDRD adaalalah melakukan pengawasan atas kerja darii ppemerinintatahahan n daererah. 

MMaka ddengan demikian pengawasan itu penting dilakukan aga ar ppererdda dapata  

dilaakksanakan dengan tujuan untuk mengatur masyarakkat ddididaeaerah. 

Peengawasan adalah salah satu bentuk kontrol yang dilakukan agaarr terciptanynyaa 

tuujuan yang diinginkan dari satu kebijakan. Kata “pengawasan” berasalal darri 

kakatat  “awas”, bererarartiti ““pepenjnjagaan”. Istilalahh pepengngawawasan dikenal dadalam illmumu 

manajemen dan ilmu adminisistrtrassi,i yaitu sebagai sala satu unsur ddaalamam 

kekegigiatan pengelolaan. George R. Terry dengan Sismanto Sunarnrnoo (2(2000055:997) 

mem ngun kakan iiststililahah ““controll”” sesebabagagaimimana yangg ddikikututiip MMuchhsan, yayaititu u :

“CoContntrrol is to determinine whatt iis accomplisheded, evevaluatee iitt, and apply 
corrective measures, iiff neededed to ansuer to ensure result in keeping 
with the plan” (Peengawasan adalah menentukan apa yang telah
dicapai, mengevaluassi dan meneeraapkan tindakan koraktif, jika perlu, 
memastikan sesuai yaanng telah ddengan rencana) 

Sehubungan dengan peengn errttian pengawasan Ahmad Helmy Fuady 

dkk (2002:22) berpendapat baahwa sebagai lembaga pengawas atas
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demokrasi, berbagai lembaga melakukan fungsi pengawasan dan salah

satunya adalah DPRD, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini 

adalah unik, karena orentasinya adalah terpenuhinya proses dan kebijakan 

politik. 

Pengawasan esensinya dilakukan untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan, penyalahgunaan wewenang serta memaksimalkan tujuan 

yang sudah disepakati bersama antara DPRD (legislatif) dan Kepala Daerah 

(Eksekutif) sebagai unsur pemerintahan di Daerah. Dalam kaitan ini Bohari 

(1995:5) menganggap bahwa tujuan utama pengawasan bermaksutd untuk 

memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang, dan mengarahkan 

seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana 

sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. 

Garry Dessler dalam (Sujamto, 1994 : 65) menyebutkan tiga langkah 

pokok dalam melakukan proses pengawasan yaitu Pertama; menetapkan 

beberapa jenis standar atau sasaran. Kedua mengukur dan membandingkan 

kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. Ketiga; identifikasi 

penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif. Sedangkan menurut 

Siagian (1970:107) pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaan yang sudah dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

adalah unik, karena orenentata isinya adalahah ttere penuhinya proses dan kebijakan 

politik. 

PePengawasan esenssiinyaya ddililakakukukanan untuk menghghini dari terjadinya 

peennyimpangan, pepenynyaalahgunaan wewenang g sesertrtaa memaksimalalkan tujuan 

yang ssududahah ddisepakakatati bersama antara DPRDD (l(legegislatiif)f) ddanan Kepala a Daerah 

(E(Eksksekekutif) ) sebagai unsur pemerintahan di Daerah. Daalalam kakaititanan iinin  Bohohari 

(1(19995:55) menganggap bahwa tujuan utama pengawasan bebermakaksusuttd untuuk d

memmahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang, dann menngagararahkh an 

selluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suuatu rencaanana 

seehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. 

Garry Desssslelerr dadalalam m (Sujamto, 19199494 :: 665)5) mmenyebutkan ttigiga langkakahh

pokok dalam melakukan prossees ppengawasan yaitu Pertama; menetapapkakan 

bebebeb rapa jenis standar atau sasaran. Kedua mengukur dan membmbanandidingngkkan 

kek nyataan yayangng sebenarnynya a teterhrhadadap statandndarar. KKe itiga; iddenentitiffikasi 

pepenynyimpapangnganan dan pengambmbilan tinindakan korektifif. SeS dangngkakann menurut 

Siagian (1970:107) pengawwasan sebbagai proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatann organisaasi untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaan yang sudah dilaksanaakak n bberjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya
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B. Tinjauan tentang DPRD 

1. Kedudukan dan fungsi DPRD 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercermin dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 40, menentukan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan 

Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelengaraan 

pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 27 

tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan rakyat Daerah, 

Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjudnya yang telah dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dalam Pasal 364 

tentang kedudukan yang bunyinya sama dengan undang-undang diatas.  

     Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat dalam 

pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 41 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Kakyat Daerah, pasal 292 

dan pasal 343 menentukan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya dalam penjelasan umum Pasal 292 

dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Kedudukan Deewawan Perwakkililanan Rakyat Daerah tercermin dalam 

Undang-Unddaang Nomor 32 Tahun 2004 Tenttanang g Pemerintahan Daerah 

Pasaal l 40, menentukan bahahwawa DDPRPRD D merupakan lembm aga perwakilan 

RRakyat Daeerarahh dad n berkedudukan sebebagagaiai unsur pennyey lengaraan 

pememeririntntaha an DDaaerah. Selanjutnya dalam UUndang-g-UnUndadang Nomomor 27

tatahuhun 200009 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyayat,t  Dewwanan PPere wakkilan 

Rakykyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilann rakykyatat Daerahh, 

PPasal 342 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota meruppakann llemembab ga 

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur ppenyelengaaraa 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjudnya yang telah diruubah deengann 

Undang-Undanangg NoNomomor r 17 Tahun 22010144 tetentntanang g MD3 dalam m PPasal 363644

tentang kedudukan yang bunnyiyinynyaa sama dengan undang-undang diatasas..  

     Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ddililihihatat ddalalaam 

peng taturannynya a ppadda Undndanang-g-UnUndadang Nommoror 332 2 TTahhun 20044 TTenentang 

PeP merintntahah Daerah Pasal 414  dan UUndang-Undang NNomomor 277 TaTahun 2009 

tentang Majelis Permusyyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerahh, Dewann Perwakilan Kakyat Daerah, pasal 292 

dan pasal 343 menentukann bahahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, 

anggaran dan pengawasan Selal njutnya dalam penjelasan umum Pasal 292
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daerah, Dewan Perwakilan Kakyat Daerah, menjelaskan bahwa : a) Fungsi 

legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD provinsi, 

kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, 

Bupati/Walikota b) Fungsi angaran adalah fungsi DPRD Provinsi, 

Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk 

menyusun dan menetapkan  APBD yang didalamnya termasuk angaran 

untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi, 

Kabupaten/Kota c) Fungsi Pengawasan adalah Fungsi DPRD Provinsi, 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Undang-Undang, Peraturan Daerah dan keputusan Gubernur, 

Bupati/Walikota serta kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. 

Selnjunya yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang MD3, Pasal 365 yang mengatur tentang Fungsi DPRD 

Kabupaten/Kota yang bunyinya sama dengan undang undang diatas.  

2, Tugas dan wewenang DPRD 

Pengaturan tentang tugas dan wewenang DPRD berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 

Pasal 42, sama halnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 154 dan juga telah 

di atur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan ke dua 

atas Undang-undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu 

sebagai berikut : 

a). Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 

mendapat persetujuan bersama; 

kabupaten/kota untukk mmembentuk ppererata uran daerah bersama Gubernur, 

Bupati/Walikikoota b) Fungsi angaran adalahh ffungsi DPRD Provinsi, 

Kabuuppaten/Kota bersaamama-s-samama a ded ngngan pemerintaah h daerah untuk 

menyusun danan mmenenetapkan  APBD yangg ddididalalamnya termasasuk angaran 

untutukk pepelaksananaaaan fungsi, tugas dan wewewenaangng DDPRD PrProvinsi, 

KaKabub pateten/Kota c) Fungsi Pengawasan adalah Funungsg i DPDPRDRD Provivinsi, 

Kabubupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan terhaadad p pepelalaksanaaan n

UUndang-Undang, Peraturan Daerah dan keputusann GuGubeberrnur,

Bupati/Walikota serta kebijakan yang di tetapkan oleh pemeriintah daeraah.h  

Selnjunya yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomoor 17 TaTahunn 

2014 tentangng MMD3D3, PaPasal 365 yangng mmenengagatutur tentang Fuungngsi DPRRDD

Kabupaten/Kota yang bunyininyaya ssaama dengan undang undang diatas.  

2, Tugas dan wewenang DPRD 

PPengngatatururan tentatangng ttugugasas ddan wewewenenana g DPDPRDRD bererdadasasarkan 

Undangng-U-Undang Nomor r 32 Tahhuun 2004 Tentanangg Pemeririntntaah Daerah, 

Pasal 42, sama halnyaa juga diatuur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemmerintahann Daerah Pada Pasal 154 dan juga telah 

di atur dengan Undang-undndang g Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan ke dua 

atas Undang-undang Nomorr 23 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu
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b). Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan daerah tentang 

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 

pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah; 

c). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

dan peraturan perundang-undangan lainya, peraturan kepala daerah, 

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 

pembagunan daerah dan kerjasama internasional di daerah; 

d). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 

kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi 

DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 

bagi DPRD kabupaten/kota; 

e). Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

wakil kepala daerah; 

f). Memberikan pendapat dan pertimbanagn kepada pemerintah daerah 

provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional 

yang dilakukan pemerintah daerah; 

h). Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah 

dalam penyelengaraan pemerintahan daerah; 

i). Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 

j). Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 

penyelengaraan pemerintahan daerah; 

k). Memberikan persetuajuan terhadap rencana kerjasama antar daerah 

dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

Pengaturan tentang tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 344, hal yang sama 

diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

p g j ;

c). Melaksanakanan pengawasan terhadadapap pelaksanaan peraturan daerah 

dan peperraturan perundang-undangan lainya,a pperaturan kepala daerah, 

APAPBD, kebijakan n pemerintah daerah dalam meelalaksanakan program 

pembaggunnanan daeraahh dadan n kekerjrjassamama ininteternrnasa ional di ddaeaerah; 

d). MMengusuulklkan penganggkatan dan pembererheh ntian n kepala ddaea rah/wakil 

kekepap la daeaerarahh kepada Presiden melaluluii Mentererii DaDalal m Negegeri bagi

DPRDRD provinsi dan kepada Menteri Dalam NNegegeri i mem lalalului Gubebernur 

bbagi DPRD kabupaten/kota;

e)). Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekokosongnganan jjababatann 

wakil kepala daerah; 

f). Memberikan pendapat dan pertimbanagn kepada pemerrintahah ddaeraah h

provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerrah;

g). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama innternaasionaal 

yang ddililakakukukanan ppememerintah daererahah;;

h). Meminta laporan kketeteeranngagann pertanggungjawaban kepada daaererahah 

dalam penyelengaraan pemerintahan daerah;

i)i). MMemembebentntukuk ppananitia pengawas pepemimililihahann kekepapalala ddaeaerarah;h; 

)j). MM lelakakukukanan pengawawasasann dadan memimintnta a lalaporan KPUDUD ddalam 

pepenyyelelenengaraan pemmerintahan ddaerah; 

k). Memberikan persetuuajuan terrhah dap rencana kerjasama antar daerah 

dan dengan pihak kketiga yang mmembebani masyarakat dan daerah.

Pengaturan tentang tugugas dann wewenang DPRD kabupaten/kota 

berdasarkan Undang-Undang g Noommor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat Dewaan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan
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Daerah Pasal 154 yang juga telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 23 tentang 

Pemerintahan Daerah, mementukan sebagai berikut : 

a). Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama 

bupati/walikota; 

b). Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah 

mengenai Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

yang diajukan oleh Bupati/Walikota; 

c). Melaksanakan pengawasn terhadap pelaksanan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 

d). Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota 

dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan 

dan/atau pemberhentian; 

e). Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan 

jabatan wakil bupati/wakil walikota; 

f). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional 

yang di lakukan oleh pemerinntah daerah kabupaten/kota; 

h). Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota 

dalam penyelengaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

i). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah 

lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan 

daerah; 

j). Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

k). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pemerintahan Daerah, mmemementukan sebabagagai berikut : 

a). Membenentutuk peraturan daerah kkababupaten/kota bersama 

buuppati/walikota; 

b).). Membahah s dadan n membmbererikikanan ppererseetutujujuaan rrana cangan ppereraturan daerah 

meengn enaii AAngaran Pendapap tan dan BBelalanjn a DaDaerah kabbupupaten/kota 

yayangng diajukakann oleh Bupati/Walikota;

c)c). MeM laaksksanakan pengawasn terhadap pelaksananan peratatururanan daerahh dan 

annggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatenn/k/kota; 

d). Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian BBupatati/i/WaWalil kotata 

dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri DDalaam m NeNegeri 

melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan ppenganangkgkatanan 

dan/atau pemberhentian; 

e). Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kkekososongann 

jabatan wawakikill bubupapatiti/w/ akil walikotota;a; 

f). Memberikan pendapaatt dad n pepertrtiimbangan kepada pemerintah daeaerarahh 

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daaererahah;;

g)g). MeMembmbererikikanan pperersesetujuan terhadap p rerencncananaa kekerjrjaa sasamama iinterernanasisioonal 

yang ddi i lalakukukakan olehh ppememererininntnt hah daerahh kakabubupap tte /n/kkota; 

hh)). MMeeminntata laporan kkete erangan ppertanggunngjgjawa ababanan bbuupatati/i/walikota 

dalam penyelengaraann pemerinntat han daerah kabupaten/kota; 

i). Memberikan persetujjuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah 

lain atau dengan pihihak ketigga yang membebani masyarakat dan 

daerah; 

j). Mengupayakan terlaksaananannya kewajiban daerah sesuai dengan 
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3. Hak dan kewajiban DPRD 

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban DPRD dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 43 

hal yang sama diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 159-162 yang juga telah di ubah 

dengan adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan 

kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa hak 

DPRD yaitu : 

a) interpelasi; 

b) angket; dan 

c) menyatakan pendapat. 

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 43 Ayat (1)  huruf a, 

huruf b, dan huruf c dijelaskan tentang hak DPRD yaitu : 

a).Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan 

kepada kepala daerah mengenai kebijakan kepala daerah yang 

penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat, daerah dan Negara. 

b).Hak Angket adalah hak DPRD dalam pelaksanaan fungsi 

DPRD untuk melakukan penyelidikan tentang suatu kebijakan 

tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta 

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan 

Pengaturan mengegenanaii hahakk dadan kewajiban DPRD dalam Undang-

Undang Nommoor 32 Tahun 2004 Tentang Pemmere intahan Daerah, Pasal 43 

hal yayang sama diaturr dalam Undang-g undang Nommoro  23 Tahun 2014 

TTentang Peememerrintn ahan DDaeaerrah h PaPasasal l 15159-9-161622 yang juga tet lah di ubah

dengnganan aadanya UnUndadang-undang Nomorr 99 Tahun 2001515 ttene tang ppere ubahan 

kekedudua UnUnddang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mmenyatatakakan n bahwa a hak 

DPPRRD yaitu : 

a) interpelasi; 

b) angket; dan

c) menyatakan pendapat. 

Selanjutnyya dalam penjelasan umum Undang-Undangg NoNomor 3232 

Tahun 2004 Tentang PPememere inntatahh DDaerah, Pasal 43 Ayat (1)  hurrufuf aa,

huruf b, dan huruf c dijelaskan tentang hak DPRD yaitu : 

aa).).HaHak k ininteterprpelelasasii adadalahah hhakak DDPRPRDD ununtutuk k mememimintntaa keketeteraranngan 

kekepada kepalala a daerah mmeengenai kebibijajakan n kekepapalala ddaeaerrah yang 

penting dan sstrategis yayang berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat, dadaerah dan NNegara. 

b).Hak Angket addalah hhak DPRD dalam pelaksanaan fungsi 

DPRD untuk melakakukan penyelidikan tentang suatu kebijakan 
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Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c).Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk 

menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau 

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai 

dengan rekomendasi penyelasayan atau sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 

298 sampai dengan Pasal 300 menyangkut DPRD Provinsi dan Pasal 349 

sampai Pasal 351 menyangkut DPRD kabupaten/kota, diseragamkan hak 

dan kewajibannya mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah. Selanjudnya hak dan kewajiban anggota 

DPRD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah yang juga telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

sebagai berikut. 

a). Hak anggota DPRD 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

c).Hak menynyatatakan pendadapapat adalah hak DPRD untuk 

mmenyatakan pendapat terhadap kebbijijaka an kepala daerah atau 

mengenai kejejaddiaan n luluarar biaiasas  yang terjadi i did  daerah disertai 

deengnganan rekomendasi penyelasaayayan n aatau sebagai ttini dak lanjut 

pelaaksksanaan hak interpelasi dan hahak k angkkeet..

SeSementara di dalam Undang-Undang Nommor 227 7 TaTahuh n 22009 

Teenntang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwrwakililanan Rakyaat,t  

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyatt Daeerarah,h, PPasal 

298 sampai dengan Pasal 300 menyangkut DPRD Provinsi ddaan Pasal 34949 

sampai Pasal 351 menyangkut DPRD kabupaten/kota, diseraggamkaann hakk 

dan kewajij babannnnyaya mmenengikuti Undanangg-UnUndadangng Nomor 32 TaTahhun 2000404 

Tentang Pemerintah Daeraah.h SSelanjudnya hak dan kewajiban angnggogotta 

DPRD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 TaTahuhunn 202014 

TTe tntang PePememeririntahan DDaeaerarah h yayanng juga tetelalah h didi bub hah ddengan n UnUnddang-

undangng NNomor 9 Tahunn 2015 tetentang perubahahann kedua atataas Undang-

undang Nomor 23 Tahhun 2014 ttentang Pemerintahan Daerah adalah

sebagai berikut. 

a) Hak anggota DPRD

 

 



30
 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai rumusan Pasal 

298 sampai dengan Pasal 300 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 394 

sampai Pasal 351 (untuk DPRD kabupaten/kota), yang lebih terperinci 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

pemerintahan Daerah, Pasal 44, selanjudnya hal yang sama diatur dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 160 yang juga telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. menentukan bahwa hak anggota 

DPRD yaitu : 

1). Mengajukan rancangan peraturan daerah; 

2). Mengajukan pertanyaan; 

3). Menyampaikan usul dan pendapat; 

4). Memilih dan dipilih; 

5). Membela diri; 

6). Imunitas; 

7). Protokoler; dan 

8).Keuangan dan administratif. 

b). Kewajiban anggota DPRD 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 298 sampai Pasal 

300 (untuk DPRD provinsi), Pasal 349 sampai Pasal 351 (untuk DPRD 

kabupaten/kota), yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 Undang-

sampai Pasal 351 ((ununtutukk DPRD kkababupupaten/kota), yang lebih terperinci 

diatur di dadalam Undang-Undang Nomor 3232 tahun 2004 Tentang

pememerintahan Daerah, PPasasalal 444,4, sselelannjujudnya hal yang sas ma diatur dalam

Undang-unddanangg NoN mor 23 Tahun 2201014 4 TeTentntaang Pemerinttaha an Daerah 

PaPasasal l 16160 yangng jjuga telah di ubah dengganan Unddanang-g-unundang NNomo or 9 

TaTahun 22015 tentang perubahan atas Undang-unddanang NoNomomor r 232  Taha un 

200114 tentang Pemerintahan Daerah. menentukan bahhwaw hhakak anggotta 

DPRD yaitu : 

1). Mengajukan rancangan peraturan daerah; 

2). Mengajukan pertanyaan; 

3). Menyampaikan usul dan pendapat; 

44).).MMemilih dann dipilih;

5). Membela diri; 

6). Imunitas; 

77).).PProrototokokoleler;r; ddanan 

88).).KeKeuaangnganan dan aadmdmininiistratifif. 

b). Kewajiban anggota DDPRD 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, DDewaan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakillan Rakyat Daerah Pasal 298 sampai Pasal
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, selanjudnya 

hal yang sama telah diatus dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang juga telah di ubah dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 161 menyatakan bahwa kewajiban anggota DPRD adalah : 

1). Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati 
segala peraturan perundang-undanagan; 

2). Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelengaraan 
pemerintahan daerah; 

3). Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta 
keutuhan Negara Ketasuan Republik Indonesia; 

4). Memperjuangkan peningkatan kesejahtraan rakyat di daerah; 
5). Menyerap, menampung, meghimpun dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat; 
6). Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan 

pribadi kelompok, dan golongan; 
g). Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya 

selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral 
dan politis terhadap daerah pemilihannya; 

h). Menaati peraturan tata tertip, kode etik dan sumpah/janji 
anggota DPRD; 

i). Menjaga moral dan etika dalam hubungan kerja dengan 
lembaga terkait. 

C.  Tinjauan tentang Implementasi Peraturan Daerah dan Retribusi  

a. Implementasi  

  Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), 

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

(dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa 

”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 

2014 Tentang Pememeririntntahan Daeraahh yay ng juga telah di ubah dengan 

Undang-undndang Nomor 9 Tahun 2015 tentaangng Pemerintahan Daerah.

Pasasall 161 menyatakan bbahhwawa kkewewajajibbana  anggota DPRRDD adalah : 

1). MMenengagamalkan Pancasila, memelalaksksanakan Unddana g-Undang 
Dasar NeNegagarra RRep bublilikk InIndod nesia Tahuun n 191 45 dann mentaati 
seseggala peraturan perundang-undadananagan; 

22)). Melaksanakan kehidupan demokrasi i dad lam m pepenynyelengagaraan 
pemerintahan daerah; 

3). Mempertahankan dan memelihara kerukunnana  nasasioionnal sertrta 
keutuhan Negara Ketasuan Republik Indonesiiaa; 

4). Memperjuangkan peningkatan kesejahtraan rakkyyat didi ddaeaerrah; 
5). Menyerap, menampung, meghimpun dan menin nddakaklalanjn ututi 

aspirasi masyarakat; 
6). Mendahulukan kepentingan Negara di atas kkepentinngann 

pribadi kelompok, dan golongan; 
g). MeMembmbererikikan pertanggungngjajawawababan n atas tugas dann kkiinerjanynyaa 

seselalakuku aangnggogotata DPRRDD sesebabagagaii wuwujujudd tatannggung jawab mmororaal 
dan politis terhhadadapap ddaerah pemilihannya; 

h). Menaati peraturan tata tertip, kode etik dan sumpmpahah/j/jananji 
ananggggotota a DPRD;

i)i). MMenenjajagaga mmororalal danan eetitikaka ddala amam hhububunungagann keke jrja a dedenngan 
llembmbagagaa teterkait.t  

C.  Tinjauan tentang Implelementasii Peraturan Daerah dan Retribusi 

a. Implementasi 

 Secara sederhana implemmentasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Majone dan Wiildldaavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), 
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Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan 

juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). 

Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan 

bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa iplementasi dibutuhkan untuk membentuk atau mebuat 

rekayasa pada suatu sistem. 

     Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 

implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek 

berikutnya yaitu kurikulum.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa suatu rangkaian tersebut mencakup 

pertama, persiapan separangkat peraturan lanjutan yang merupakan 

interpretasi dari kebijaksanaan tersebut. Dengan sejumlah Undang-

undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, 

peraturan daerah dan lain-lainnya. Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan 

prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang 

bertanggunagjawab melaksanakan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga 

adalah bagaimana mengantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke 

Adapun Schubert (d(dalalaam Nurdin dadann Usman, 2002:70) mengemukakan 

bahwa ”impmpllementasi adalah sistem rekayasa ”.” Dengan demikian dapat 

dikakatatakan bahwa iplemem ntntasasi didibubututuhkhkan untuk membebentuk atau mebuat 

rekayasa padada susuata u sistem. 

    PPeengertiaiann-pengertian di atas mmememperlihihatatkakann bahwwa a kata 

imimplemmeentasi bermuara pada aktivitas, adanya aaksi, ttinindadakak n, aatau

meekkanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandn ung g arartti bahwwa 

implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kkege iaatatan n yyang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasaarkan acuuanan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karenaa ituu, 

implementaasisi ttididakak bberdiri sendidiriri ttetetapapii dipengaruhi ololeh obyyekek 

berikutnya yaitu kurikulumm.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa suatu rangkaian tersebutut menencaakkup 

pertama, pperersisiaapan seppararanangkgkatat peraturanan llananjujuttan yang mmererupupakan 

interppreretatasi dari kebijaksk anaan ttersebut. Dengganan sejjummlalahh Undang-

undang muncul sejumlmlah peraturran pemerintah, keputusan presiden, 

peraturan daerah dan lainn-lainnya. Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan kegiatan immplemmentasi termasuk didalamnya sarana dan 

prasarana sumber daya keuana gan dan tentu saja penetapan siapa yang
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masyarakat. Sedangkan implementasi menurut Hadi Syuaeb pada kamus 

prektis bahasa Indonesia adalah penerapan, pelaksanaan. 

       Lebih lanjut tentang pencapaian keberhasilan implementasi 

kebijakan publik, Edward dalam Indiahono (2009:48) memberikan empat 

variabel yang berperan penting, yaitu : 

1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat  
dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara 
pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok saran (target
group).

2) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh 
sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun 
sumber daya finansial. 

3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada 
implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh 
implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. 

4) Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi 
penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini 
mencakup dua hal penting perama adalah mekanisme dan struktur 
organisasi pelaksana sendiri. 

b. Peraturan Daerah 

Pengertian peraturan daerah juga sebagai tujuan daerah dan juga 

dapat disebut sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada 

pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

di masing-masing daerah otonom. Menurut Jimmly Asshiddiqie 

pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan 

pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Peraturan daerah bersumber dari apa yang telah ditentukan 

suatu undang-undang. Meskipun demikian, peraturan daerah juga dapat 

dibentuk untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh 

suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan 

       Lebih lanjuutt tetentang pencncapapaian keberhasilan implementasi 

kebijakan pupubblik, Edward dalam Indiahono (2000909:48) memberikan empat 

varriaiabbel yang berperan n pepentntini g,g, yyaiaitut :: 

1) Komunikakasii,, yyaitu menunjuk bahhwaa ssetetiaiap kebijakan n akan dapat 
dilalaksk anakkan denngagann babaikik jjikikaa tet rjadi kkomuuninikak si efekktit f antara 
pepelalaksk ana prproogram (kebijakan) dengann ppara keelolompmpoko  sarann (target
ggroup).).

2)2) Sumbmber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakann harus ddididukukung olo eh 
suumber daya yang memadai, baik sumber dayaa mannusu iaia maupupun 
sumber daya finansial. 

3)3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menemppel eratat kkepadaa 
implementor kebijakan/program. Karakter yang pentingg dimmililikiki i olehh 
implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.. 

4) Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokraasi menjadadi 
penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur bbirokrasii inni 
mencakup dua hal penting perama adalah mekanisme ddan strruuktuur 
organisasi pelaksana sendiri.

b. Peeraratuturarann DaDaererahah 

Pengertian peraturan ddaerah juga sebagai tujuan daerah ddanan juguga

dadapap t didisesebubutt sesebabagagaii instrumemen n atatururanan yyang g dibeberirikakan n kekeppada 

pepememeririntntahah ddaeaerah dadalalam raangngkka ppenenyelengggagaraanan ppememererinintatahahann daerah

di masing-masing daeerrah otononom. Menurut Jimmly Asshiddiqie 

pengertian peraturan ddaea rah adalaah sebagai salah satu bentuk aturan 

pelaksana undang-undangg sebagagai peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Peraturan daerahah bersumber dari apa yang telah ditentukan
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ketentuan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 18 ayat (3) dan (4). 

Pada Pasal 1 butir 10 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 

yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentanag 

Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Peraturan daerah selanjutnya 

disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah 

kabupaten/kota, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD, DPRD yang telah di ubah dengan Undang-undang 

nomor 17 Tahun 2014, menyatakan Peraturan daerah yang selanjutnya di 

sebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah 

kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 poin 

7, menyatakan bahwa Peraturan Provinsi adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur; kemudian pada poin 8 menentukan

bahwa peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah 

kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. 

Sementara tentang peranan Perda Sadu Wasisitiono dan Yonatan 

Wiyoso (2009 : 59), menyampaikan bahwa : 

1) Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di 
daerah. Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus 
menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk di 
dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program 
pembangunan daerah. Contoh konkritnya adalah Perda tentang 
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan 

Pada Pasal 11 bbutir 10 Undndanang-g Undang nomor 32 Tahun 2004 

yang telah ddii ubah dengan Undang-undang nomomor 9 Tahun 2015 tentanag

Pemmerintah Daerah mem ngngatatakkanan bbahhwwa Peraturan ddaea rah selanjutnya 

disebut Perddaa adadalalah peraturan daerahh provovininsisi dan/atau peraatut ran daerah 

kakabubupapateten/kotata, ddan Undang-Undang NoNomomor 27 TTahahunun 2009 tentang 

MPMPR, DDPR, DPD, DPRD yang telah di ubah denengag n UnUndadangng-undndang

noommor 17 Tahun 2014, menyatakan Peraturan daerah yanang seelalanjnjutnya ddi 

sebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau perraturaran n dadaerahh 

kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomoor 12 tahhunun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PPasal 11 poinn 

7, menyatakakann babahwhwaa Peraturan Prrovovininsisi aadadalah peraturan n pperundanang-g-

undangan yang dibentuk ooleleh dedewan perwakilan rakyat provinsi denengagann 

pep rsetujuan bersama Gubernur; kemudian pada poin 8 mmennenentuukkan

bbahhwa peeraratuturaran daerahah kkababupupataten/kota adadalalahah per taturan ppererununddang-

undangnganan yang dibentntuku  oleh h dewan perwwakakililan rakakyyat daerah 

kabupaten/kota dengan ppersetujuann bersama bupati/walikota. 

Sementara tentanng g peranann Perda Sadu Wasisitiono dan Yonatan 

Wiyoso (2009 : 59), menyamampaaiikan bahwa : 

1) Perda menentukan aarah pembangunan dan pemerintahan di
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rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana 
Stratejik Daerah (Renstra). 

2) Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah. 
Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi 
acuan bagi seluruh kebijakan publik lainnya, baik berupa 
peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah maupun 
kebijakan teknis yang dibuat oleh para pemimpin Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). 

c. Pembentukan Peraturan Daerah  

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Gubernur/Bupati/Walikota. Apabila 

dalam satu kali masa sidang Gubernur/Bupati dan DPRD menyampaikan 

rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah 

rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan 

Perda yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dipergunakan 

sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan 

dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi 

tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. 

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas 

pembentukan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan Pasal 5 

Undang – Undang  Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut : 

1) kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. 

2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis 
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 
pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan 
dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

g j p gg , j
acuan bagi sseleluruh kebijijakakanan publik lainnya, baik berupa 
peraturaann kepala daerah, keputtususana  kepala daerah maupun 
kebibijajakan teknis yang dibuat oleh parara ppemimpin Satuan Kerja 
PePerangkat Daerraha  (SKPD). 

c.. Pembentukaann PePeraraturan Daerah 

RaRancangagann Peraturan Daerah dapat bbererasal ddaarii DeDewan Perwrwakilan 

RaRakyatt DDaerah (DPRD) maupun dari Gubernur/Bupapati/WWalalikikotota.a  Apaabib la 

daalalam satu kali masa sidang Gubernur/Bupati dan DPRDRD menenyayampaikaan n

rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang ddibi ahhasas aadad lah h

rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkaann rancangagann 

Perda yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota diipergunnakann 

sebagai bahahann pepersrsanandingan. Progograramm pepenynyusunan Perdada ddilakukkanan 

dalam satu Program Legislalasi DDaerah, sehingga diharapkan tidak ttererjajaddi 

tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. 

PPembmbenentutukakan Perdrda a yayangng bbaik haharurus s bbe drdasarkkan papadada asas

pep mbbenentutukkan peraturan pep rundanng undangan sesesuauai keteentntuauan Pasal 5

Undang – Undang  Nommor 12 Tahuun 2011 yaitu sebagai berikut : 

1) kejelasan tujuann,, yaitu bbahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undanggan harruus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai.

2) kelembagaan atau orgrgaan pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat
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memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 
perundang-undangan. 

4) dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan 
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan 
perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar 
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 

6) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan 
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan 
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan 
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 
proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

         Rancangan peraturan daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD 

atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang 

disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan 

Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD 

kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh 

DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama 

tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat 

komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, 

dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh 

DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan 

DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi 

Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan 

p g g p p
perundang-unundadangan tersebubutt did  dalam masyarakat, baik secara 
filosofiis,s, yuridis maupun sosiologisis.

5) kedadayagunaan dan kehasilgunaan, yay itu setiap peraturan 
pperundang-undadangan dibuat karena mmemang benarbenar 
dibutuhkan ddaan bberermamanfnfaaaat t dalam mengngatur kehidupan 
bermmasasayayara akatt,, beberbrbanangsgsa a dadann bebernrnegegara a. 

6) kejelalasaan rumusan, yaitu setiiap peperaratuturan perundanang-g undangan 
hah rus memenunuhihi ppeersyararatatanan tteknis penyussununana , sistemmatika dan 
ppilihan n kakata atau terminologi, sertata bbahasa a huhukukumnya jjele as dan 
mumuddah dimengerti sehingga tidak meniimbmbulkaan n beberrbaga ai mmacam 
iinterpretasi dalam pelaksanaannya. 

7)7) keterbukaan, yaitu dalam proses pembbeentukaan n pep raturran 
perundang-undangan mulai dari perencannaaa n, ppeersiapann, 
penyusunan dan pembahasan bersifat transparaan n dad n n tete brbuka.a. 
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakatt mmemempupunyai 
kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masasukanan ddala amm 
proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

         Rancangan peraturan daerah (Raperda) dapat berasal dari DDPPRDD

atau kepala a dadaererahah ((GuG bernur, Buupapatiti, atatauau Walikota). RaRapperda yaangng 

disiapkan oleh Kepala Daaererahh ddisampaikan kepada DPRD. Sedangngkakan 

Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpmpininann DDPRPRD

kkepadda KKepepalalaa DDaerahh. PePembmbahahasasan Rapererdada ddii DPDPRDRD ddilakkukukanan oleh 

DPRDD bbeersama Gubernunur atau BBupati/Walikotaa. PePembahasasaan bersama 

tersebut melalui tiingkat-tingkkat pembicaraan, dalam rapat 

komisi/panitia/alat kelengngkapan DPDPRD yang khusus menangani legislasi, 

dan dalam rapat paripurnaa. Rapaperda yang telah disetujui bersama oleh 

DPRD dan Gubernur atau BBupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan
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bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 

dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda 

tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika 

dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak 

ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda 

tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. 

d. Rertibusi  

           Menurut Pasal 1  angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi 

daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada 

suatu kebijakan di daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, 

serta kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara 

mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009). Hal ini dilakukan agar pemerintah 

tersebut disetujui olelehh DDPRD dan GGububernur atau Bupati/Walikota. Jika 

dalam waaktktu 30 hari sejak Raperda tersebutut disetujui bersama tidak 

ditaandndangani oleh GuGubebernnurr aatatau u BuB pati/Walikotta,a, maka Raperda 

tersebut sahh mmenenjajadi Perda dan wajibb ddiui ndndanangkgkan. 

d. ReRertrtibibususi  

          MMenurut Pasal 1  angka 64 Undang-Undaangn NNomomoror 228 Taahun

200009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penngertitianan retribuusis  

daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungngutanan ddaea rah h

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yyang khususus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kkepentitinganan 

orang pribadadii atatauau bbadadan. Hal ini didilalakukukakann ded ngan berpeedodoman papadada 

suatu kebijakan di daerah h ddalalamm meningkatkan pendapatan asli daeaeraahh, 

serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

WaWajijib b reretribusii adadalalahah oorarang priibabadidi aatatau bbaddan yangng mmeenurut 

pep ratuurarann perundang-undad ngan rreetribusi diwajibibkakan untuukk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. Besarnya retribubusi yang tterutang oleh orang pribadi atau badan 

yang menggunakan jasa aatau pperizinan tertentu dihitung dengan cara 

mengalikan tarif retribusi ddene gan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-
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mendapatkan angaran yang dibayar dari orang/badan usaha untuk 

selanjudnya dapat dipergunakan untuk membangun infrastruktur daerah. 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Objek Retribusi 

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi : 

1) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi    

pembuangan sementara. 

2) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan 

akhir sampah. 

3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah 

(Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

Berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Aru. Nomor 1. Tahun 2010 

berikut ini adalah : 

Retribusi Pelaayayannan Persammpapahah n/Kebersihan Objek Retribusi 

Pelayanan pepersampahan/kebersihan meliputi :

1) Pengambilan//ppengngumumpupulalan n sasampah dari sumbmbernya ke lokasi  

pembm uau ngn an sementara.

2)2) Pengganangkutan sampah dari ssumumbernnyaya ddan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi pemmbub angaan/n/pepembm uanngan 

akhir sampah.

3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan aakhir r sasampm ahh 

(Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).). 

Berdasarkan keputusan Bupati Kepulauan Aru. Nomor 1. TTahun 220100

berikut ini adadalalahah :: 
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BAGAN SUSUNAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA BADAN

FREDRIK. P. GAITE, S.AP                                                         
NIP. 19641130 298603 1 007

SEKRETARUS

SUBAG  PERENCANAAN

FRANSISCUS  ARJESAM,S.Hut                                                          
NIP. 630 016 637

SUBAG UMUM                                           
DAN KEPEGAWAIAN

SALOMINA H.BUNGYANAN,S.Sos                                      
NIP. 19760925 200501 2 015

SUBAG KEUANGAN

BIDANG                                           
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

ZAKARIAS. A.  KARATEM, S, Sos                                                                
NIP : 19770602 200501 1 012

BIDANG PENGAWASAN DAN                  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN

AGUSTINUS.  F. .B. METURAN, SP                                                  
NIP : 19740829 200604 1 003

BIDANG PEMULIHAN                         
KUALITAS LINGKUNGAN

 DORCE  ATDJAS,S.Pd.Mt                                            
NIP : 19811028 200604 2 020

SUB BIDANG                                     
PENYUSUNAN  & PENILAIAN AMDAL

ECKY ELSON BOTHMIR,S.Si                      
NIP 19810721 200904 1  001

SUB BIDANG PERIZINAN                                              
& PENGAWASAN LINGKUNGAN

MJOHANA J. KORITELU, S. Sos                                                             
NIP : 19790703 201001 2 029

SUB BIDANG PENATAAN                                                   
& PEMULIHAN LINGKUNGAN

BENYAMIN BATMOMOLIN,S.Ip                        
NIP. 19760912 200501 1 012

BIDANG                                           
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

ZAKARIAS. A.  KARATEM, S, Sos                                                                
NIP : 19770602 200501 1 012

BIDANG PENGAWASAN DAN                  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN

AGUSTINUS.  F. .B. METURAN, SP                                                  
NIP : 19740829 200604 1 003

BIDANG PEMULIHAN                         
KUALITAS LINGKUNGAN

 DORCE  ATDJAS,S.Pd.Mt                                            
NIP : 19811028 200604 2 020

SUB BIDANG PEMBINAAN                                                 
& PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DIAN MAYASARI, S. Si                                    
NIP 19850515 201001 2 050

SUB BIDANG                                           
PENGENDALIAN LINGKUNGAN

FEBRIANA. Y. KARATEM, S. Si                          
NIP 1960209 201001 2 033

SUB BIDANG EVALUASI                                                         
& AUDIT LINGKUNGAN

VERONIKA LETSOIN,SP                           
NIP. 19771218 200701 2 011

UPTD

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL

KEPALA BADAN

                                               FREDRIK. P. GAITE, S.AP      
NIP. 19641130 298603 1 007

SEKRETATARUS

SUBAG  PERENCANAAN

     FRANSISCUS  ARJEESAM,SAM S.Hut    
NIP. 630 016 637

        SUBAG UMUM               
DANN KKEPEGAWAIAN

        SALOMINAA H.BH.BUNGYUN ANAN,S.Sos  
NIP. 197976060925 205 200501050  2 015

SUBAG KEUA

       BIDANG                             
PENGEGELOLAAN LINGKUNGAN

    ZAKAKARIAS. A.  KARATEM, S, Sos        
NIP : 19770602 200501 1 012

    BIDANG PENGAWASAN DAN           
PENGENDALIAN LINGKUNGAN

       AGUSTINUS.  F. .B. METURAN, SP       
NIP : 19740829 200604 1 003

      BIDANG PEMULIHAN               
KUALITAS LINGKUNGAN

                                DORCE  ATDJAS,S.Pd.Mt           
NIP : 19811028 200604 2 020

      SUB BIDANG                         
PENYUSUNAN  & PENILAIAN AMDAL

      ECKY ELSON BOTHMIR,S.Si            
NIP 19810721 200904 1  001

         SUB BIDANG PERIZINAN               
& PENGAWASAN LINGKUNGAN

      MJOHANA J. KORITELU, S. Sos         
NIP : 19790703 201001 2 029

                                       SUB BIDANG PENATAAN            
& PEMULIHAN LINGKUNGAN

                 BENYAMIN BATMOMOLIN,S.Ip       
NIP. 19760912 200501 1 012

  BIDANG      
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

    ZAKARIAS. A.  KARATEM, S, Sos        
NIP : 19770602 200501 1 012

 BIDANG PENGAWASAN DAN   
PENGENDALIAN LINGKUNGAN

       AGUSTINUS.  F. .B. METURAN, SP       
NIP : 19740829 200604 1 003

  BIDANG PEMULIHAN    
KUALITAS LINGKUNGAN

                                DORCE  ATDJAS,S.Pd.Mt           
NIP : 19811028 200604 2 020

     SUB BIDANG PEMBINAANAN              
& PENGELOLAAN LN LINGINGKUNGAN

    DIAN MAYASARI, S. Si                 
NIP 19850515 201001 2 050

          SUB BIDANG                         
PENGEGENDALIN AN LINGKUNGAN

       FEBRIFEBR ANA. Y. KAY RATEM, S. SSi        
NIP 19602960209 9 201001 2 0333

                                        SUB BBIDANGIDANG EVALUASI             
& AUDIT LINGKUNUNGANGAN

              VERONIKA LETSOIN,SP             
NIP. 19771218 200701 2 011

UPTD

KELOMPOK JABATATAN 
FUNGSIONALAL
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D. Landasan Teori 

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan 

dalam penelitian ini adalah teori Otonomi Daerah, teori Pengawasan, dan 

teori Retribusi. 

1. Teori Otonomi Daerah 

               Syafrudin (1991:23) mengatakan bahwa otonomi mempunyai 

makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. 

Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian 

kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit definisi 

otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu : 1. Adanya pemberian 

tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta 

kewenangan untuk melaksanakannya; 2. adanya pemberian kepercayaan 

berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai 

penyelesaian tugas itu. 

Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memikirkan dan 

menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian tugas penyelenggaraan 

pemerintahan, Sinindhia dalam Suryawikarta (1995:35), mengemukakan 

batasan otonomi sebagai “kebebasan bergerak yang diberikan kepada 

daerah otomom dan memberikan kesempatan kepadanya untuk 

mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, 

untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum. 

Dampak dari berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut 

diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya otonomi merupakan 

dalam penelitian ini adadalalahh teori Otonnomomi Daerah, teori Pengawasan, dan 

teori Retribusi.. 

1. Teororii Otonomi Daerahh 

               Syayafrrududiin (1991:23) mengatakakann babahhwa otonomii mempunyai 

mamaknkna a kebebabasan dan kemandirian tetetat pi bbukukanan kemerrded kaan.

KeKebebaassan terbatas atau kemandirian itu adallahah wujujudud ppeme beerir an 

keessempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara a implplisisitit definisisi 

otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu : 1. Adannyay ppemembeberian 

tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselessaikan serrtaa 

kewenangan untuk melaksanakannya; 2. adanya pemberian kkeperccaayaann 

berupa kewwenenanangagann ununtuk memikirkkanan ddanan mmenenetapkan senddiririi berbagagaiai 

penyelesaian tugas itu. 

Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memmikikiirkakan n ddan 

menetta kpkanan sseenddiri bbagagaiaimamanana penyelel sasaiaiann tugas penyellenenggggaraan

pep meririntntahahan, Sinindhia dad lam SuSuryawikarta (1999595:3:35)),, memengngemukakan 

batasan otonomi sebaggai “kebebaasan bergerak yang diberikan kepada 

daerah otomom dan memberriikan kesempatan kepadanya untuk 

mempergunakan prakarsanynya sesendiri dari segala macam keputusannya, 

untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum
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realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak 

rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan 

pemerintahan negara. Dengan kata lain otonomi menurut Magnar (1991: 

22),” memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut 

serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses 

pemerintahan”. Manan (dalam Magnar, 1991:23) menjelaskan bahwa 

otonomi mengandung tujuan-tujuan,yaitu: 

a. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu persoalan pokok 
dalam negara hukum yang demokratik, adalah bagaimana disatu 
pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari 
kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan 
memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi 
kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaanya 
terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah. 

b. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan 
mengharapkan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan 
sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut 
bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu 
untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas 
dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut 
serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 
dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah 
yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang 
wajar dan baik. 

c. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-
faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan 
menciptakan perikehidupan sejahtera. 

Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan 

mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi 

rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan 

kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah 

yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya. 

pemerintahan negara.a. DDengan kata llaiain n otonomi menurut Magnar (1991: 

22),” membmbeerikan kemungkinan yang lebih beesasar bagi rakyat untuk turut 

serttaa dalam mengammbbil l bab gigianan ddanan tanggung jawawab dalam proses 

pemerintahanan”.”. MManan (dalam Magnar,, 19199191:23) menjelalasks an bahwa 

ottononomomii mengngananddung tujuan-tujuan,yaitu:

aa. Peemmbagian dan pembatasan kekuasaan. Salah h sas tu pperersosoalalana  pookok 
ddalam negara hukum yang demokratik, adalahh bagaiaimamanan  disata u 
pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribbada i rarakykyat darari 
kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wwene ang.g. DDengann 
memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dad n memengngurus 
rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusasat memembm aggi 
kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kek kuasaanynyaa 
terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah.

b. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerinttaahann. 
Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meleetakkkkan ddanan 
mengghahararapkpkanan PPememerintah Pusasatt dadapapatt memenjalankan tuuggas dengganan 
sesebabaikik b-baiaiknknyaya ttererhahadad p sesegagalala pperersosoalalanan aappabila hal terseebubutt 
bersifat kedaerahan yaangng bberaneka ragam coraknya. Oleh sebabab iitutu 
untuk menjamin efisiensii dan efektivitas dalam melaksanakaann tutugagas
dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenanngg uuntutukk tuturrut 
sertrta memengngataturur ddanan mmenguruuss pepelalaksksananaaaann tutugag s-tutugagass pepememeririntntaahan 
ddallam m lilingngkkungan rrumumahah ttanangganya, didihaharar kpkan masalahah-m-maasalah 
yayangng bberrsisiffat lokakal akkanan mendadapat peerhrhatiaiann dadann pepelalayyananan yang 
wawajajarr dan baik. 

c. Pembangunan-pembbaangunan ada alah suatu proses mobilisasi faktor-
faktor sosial, ekonoomi, politikk maupun budaya untuk mencapai dan 
menciptakan perikeehih dupan sejjahtera. 

Dengan adanya ppemerintntahan daerah yang berhak mengatur dan 

mengurus urusan dan kepenntiningan rumah tangga daerahnya, partisipasi 
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Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang telah dirubah dengan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga 

mengalami perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa Otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, 

selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan 

kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan 

manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan 

kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di 

daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam 

kebijakan negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja 

bukan sekedar membincangkan mekanisme bagaimana menterjemahkan 

tujuan-tujuan policy kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih 

jauh daripada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber 

daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai 

undang Nomor 23 TaTahuhun 2014 tentatangng Pemerintahan Daerah yang juga 

mengalammii pperubahan kedua menjadi Undangg-u-undang Nomor 9 Tahun 

201515 tentang pemerintatahahan n daaererahah,, memenyatakan bahwawa Otonomi daerah

adalah hak, wewewewenang, dan kewajibab n dadaererahah otonom untutuk mengatur 

dadan n memennguruss ssendiri urusan pemerintahhanan ddan kepepenentitinngan masasyay rakat 

sesettemppaat sesuai dengan peraturan perundang-undanngag n. DDaeaerarah h otonnom, 

selalanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakakat hhukukumu  yanng g

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mmengagatutur r dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakkat setemppaat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daalam ssisistemm 

Negara Kesatatuauann ReRepupublik Indonesiaia. 

Kebijakan otonommi dadaerah yang demikian itu merupupakakaan 

kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan orgaganinisaasisi ddan 

manajjemen n pepemerintahahanan ddaeaerarahh. Artininyaya,, selluruhh kkebijajakakan n dan 

kegig atanan pemerintahan ses rta kebibijakan dan kegigiatatana ppemmbabangunan di 

daerah dilaksanakan mmenurut araah kebijakan yang ditetapkan dalam 

kebijakan negara tersebubut. Pelakkssanaan otonomi daerah itu tentu saja 

bukan sekedar membincangngkan n mekanisme bagaimana menterjemahkan 

tujuan-tujuan policy kepada prp osedur rutin dan teknik melainkan lebih
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kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui policy

yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, Grindle (dalam Koswara, 

1999 : 106) mengatakan : 

Attempts to explain this divergence have led to the realization that 
implementation, even when successful, involves far more than a 
mechanical translation of goals into routine procedures; it involves 
fundamental questions about conflict, decision making, and who gets 
what in a society”.

Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam 

meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah 

dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi 

kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan 

antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan 

kebijakan. 

2. Teori Pengawasan 

Pengawasan diperlukan agar pelaksana pemerintahan dapat 

bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan disini 

merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur 

negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen 

pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional. Pengawasan 

yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif terhadap Kepala 

Daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah merupakan 

1999 : 106) mengatakakanan : 

Attempmptsts to explain this divergence have llede  to the realization that 
immplplementation, eveven when successful, involvlves far more than a 
mmechanical translalationon of f gogoalals ininto routine procecedures; it involves 
fundammenentatal l quq estitiononss ababououtt coconfnflilictct, dedecicision makinng,g, and who gets 
what in aa sosociciety”.

DeDengan demikian, keberhasilan atau kkegaggala anan implemementasi

kek biijajakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya ssecara a nyyata a dalalam 

mmeneruskan atau mengoperasionalkan program-programam yanang g telahh 

dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses imi plememenentasis  

kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau memmbandingkgkann 

antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tuujuanan-tujuauan n 

kebijaakakann. 

2. Teori Pengawasan 

PePengngawawasasanan ddipiperlukan n agagarar ppelelakaksasana ppemererinintatahahann dadapat 

bebekekerjrja a ssecaarara efiisisienen, efefekektif dadan ekkononomisis.. PePengngawawasasann disini 

merupakan unsur pentinngg untuk mem ningkatkan pendayagunaan aparatur 

negara dalam melaksaanakan tuggas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan menuju ttere wujuuddnya pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Dengan demimikikian pengawasan merupakan instrumen 
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pengawasan yang bersifat politik bukan administratif. Prajudi 

Atmosudirdjo (1981) mendefinisikan pengawasan sebagai kegiatan-

kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau 

diselengarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau 

diperintahkan, sehingga hasil pengawasan harus dapat menunjukan 

sampai dimana terdapat kecocokan dan apakah sebab-sebabnya. Setiap 

penyelengaraan pemerintahan memenuhi adanya sistem pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Tujuan dari pengawasan menurut L.D White yaitu, untuk 

menjaga agar supaya jalannya pemerintahan sesuai dengan Undang-

Undang dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia (Soetami, 

1993:61). Dengan memenuhi pelaksanaan pengawasan maka upaya 

untuk mengantisipasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat 

merugikan dan menghambat pembangunan dan kesejataraan nasional 

dapat diminimalkan. Pengawasan dilakukan untuk menekaan hal-hal 

yang merusak citra pemerintah seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN) yang selama ini menjadi unsur yang melemahkan pemerintahan 

dalam pencapayan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sementara 

fungsi pengawasan Menurut Maringan (2004: 62), adalah : 

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 
tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. 

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditentukan. 

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, 
kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak 
diinginkan 

kegiatan yang membmbananddingkan apa a yayang dijalankan, dilaksanakan atau 

diselengarakakan itu dengan apa yang dikehenendad ki, direncanakan atau 

dipeperrintahkan, sehingggga hahasiill pepengngawa asan harus ddapa at menunjukan

sampai dimmaana a teterdapat kecocokan ddan aapapakakah sebab-sebaabnb ya. Setiap 

peenynyelelenengaraanan pemerintahan memenuhihi aadanya a sisiststeem pengagawasan

pepenyellenenggaraan pemerintahan.

Tujuan dari pengawasan menurut L.D Whihite yyaiaitutu, untuuk 

menjaga agar supaya jalannya pemerintahan sesuai denngan n UnUndad ng-

Undang dan untuk melindungi hak-hak asasi manusiiaa (Soetamimi,

1993:61). Dengan memenuhi pelaksanaan pengawasan mmaka uupayya 

untuk mengnganantitisisipapasisi penyelengggagararaanan ppememerintahan yayang dapapatat 

merugikan dan menghambmbata ppembangunan dan kesejataraan nasisiononaal 

dapat diminimalkan. Pengawasan dilakukan untuk menekekaaaan hahal-l-hhal

yang merususakak ccititra pemmererinintatah h seseperti KoKorurupspsi,i, KK lolusii, ddan NNepepototisme 

(K( KNN)) yayang selama ini i mem njadi uunsur yang melelememaha kan pepemmerintahan 

dalam pencapayan tujuuan dan ciita-cita bangsa Indonesia. Sementara 

fungsi pengawasan Menuurut Marinngan (2004: 62), adalah :

a. Mempertebal rasa tannggunng jawab terhadap pejabat yang diserahi 
tugas dan wewenang daalaam melaksanakan pekerjaan. 

b Mendidik para pejabat aga ar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai
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Dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, maka 

pengawasan merupakan unsur yang penting dilakukan untuk menopang 

keberhasilan pemerintahan suatu Negara dalam mencapai tujuan 

kesejahtraan. Pengawasan menurut Muchsan (1992:38) adalah kegiatan 

untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan 

pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan 

sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan). Dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan berkaitan dengan pendapat Maringan 

dan Muchsan, obyektifitas DPRD sangat mempengaruhi hasil dari 

pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Pengunaan teori 

pengawasan dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi 

pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan di kabupaten Kepulauan Aru, untuk 

mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 

pengawasan DPRD untuk tujuan peningkatan kesejahtaraan masyarakat 

dan menciptakan penyelengaraan pemerintah daerah yang bebas dari 

unsur KKN. 

3. Teori Retribusi 

Berawal dari pendapat James McMaster (1991: 23), seorang 

pengajar ilmu ekonomi di Sekolah Ilmu Administrasi Canberra, 

Australia, mengatakan Retribusi didasari atas dua prinsip yaitu :  

The first is the “benefit principle.” Under this principle, those who 
receive direct benefits from a service pay for it through a consumer 

keberhasilan pemererinintatahhan suatu NeN gara dalam mencapai tujuan 

kesejahtraanan. Pengawasan menurut Muchsan ((191 92:38) adalah kegiatan 

untutukk menilai suatu peelal ksk ananaaaan n tutugagass secara de factoo, sedangkan tujuan 

pengawasann hhananyya terbatas pada pencocococokakan apakah kkegegiatan yang 

didilalaksksananakan ttelelah sesuai dengan tolakk uukur yayangng ttelah dititete apkan

sesebbelummnya (dalam hal ini berujud suatu rerencn ana//plplanan// ).). Dala am 

peelalaksanaan fungsi pengawasan berkaitan dengan penndapaat t MaM ringanan 

dan Muchsan, obyektifitas DPRD sangat mempengaruuhih hhasasilil dari i

pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Penggunaan teoorri 

pengawasan dengan permasalahan yang diteliti yaitu immplemementassi 

pelaksanaan n PePeraratuturaran n Daerah nommoror 88 TTahahunun 2014 tentanangg Retribbusu ii

Pelayanan Persampahan/KeKebeb rsrsihihan di kabupaten Kepulauan Aru, uuntntukuk 

mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pelaksananaaaan n fufungngsi 

pengawasanan DDPRPRD untutuk k tutujujuanan ppeningkkatatanan kkes jej hahtaraan mmasasyayarakat 

dan memencnciiptakan penyelelengaraanan pemerintah dadaereraha yyanngg bbebas dari 

unsur KKN. 

3. Teori Retribusi

Berawal dari penndad paatt James McMaster (1991: 23), seorang 

pengajar ilmu ekonomi didi Sekolah Ilmu Administrasi Canberra
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charge related to their level of consumption of thr service. The 
second, and equally valid criterion, is known as the “ability to pay 
principle.” 

Terdapat dua prinsip atas pengertian retribusi, yang pertama adalah 

“benefit principle”. Dibawah prinsip ini, mereka yang menerima 

kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah “ability to pay 

principle”, berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan 

dari kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, 

maka semakin rendah harga yang dikenakan dibanding mereka yang 

tinggi penghasilannya. 

Lebih lanjut, Ronald C. Fisher (1996 : 95), seorang ahli 

keuangan Negara dan daerah menyatakan teori retribusi sebagai berikut : 

First, it should make the recipient of a service face the true cost of 
their consumption decisions, creating an incentive for efficient 
choice. The second goal of service provision using charges and 
fees is to recude expenditure pressures on general taxex

Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan. 

Pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga 

sesunggunya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu 

insentif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi 

untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. 

Berkaitan dengan teori tersebut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa 

harga barang dan/atau jasa (layanan) yang diberikan oleh pemerintah 

hendaknya didasarkan pada biaya tambahan(marginal cost), yaitu biaya 

untuk melayani konsumen yang terakir. Devas berpendapat bahwa 

Terdapat dua ppririnsnsiip atas penggerertit an retribusi, yang pertama adalah 

“benefit ppririnciple”. Dibawah prinsip ini, mmereka yang menerima 

keninikkmatan langsung daarii ssuauatutu ppelelayyanan harus mmembayar sesuai 

dengan kebbututuhuhaan mereka. Prinsipi kkededuaua adalah “abibilil ty to pay

prrininciciplplee”, beerdrdasarkan prinsip ini pengennaaaan tarif f reetrtribibusi berddasa arkan 

dadari kememampuan dari wajib retribusi. Semakin renendah h pepengnghahasilannnnya, 

maakka semakin rendah harga yang dikenakan dibandiingn mmererekeka yangng 

tinggi penghasilannya. 

Lebih lanjut, Ronald C. Fisher (1996 : 95), sseorang ahhlli 

keuangan Negara dan daerah menyatakan teori retribusi sebaggai beriikkut ::

First,, iitt shshououldld mmake the recipipienentt ofof aa sserervice face the e trtrue cost t ofof 
ththeieirr coconsnsumumptptioionn ded cisionons,s, ccrereatatiningg anan iincncentive for efficcieiennt 
choice. The second ggoaoal l of service provision using chargeses aandnd 
fees is to recude expendditi ure pressures on general taxex

SeSecarara tteoeorirititiss, ppenengegenaan rretetriribubusisi hhararusus mencapapaii duduaa tutujujuan.

PePertrtamama,a, rettriribubusi hhararusu mmemembuatt wajibib rrete riibubusisi mmenenghghadadapapii harga 

sesunggunya atas kepututusan kkono sumsi mereka, menciptakan suatu

insentif untuk pilihan eefisien. Tuujjuan yang kedua pengenaan retribusi 

untuk mengurangi keterergantunngan pembiayaan dari pajak daerah. 

Berkaitan dengan teori terseebubut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa 
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retribusi daerah haruslah merupakan suatu harga yang dibayar oleh 

masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

dengan timbal balik yang sepadan. 

Lebih lanjut Ronald C. Fisher (1996 : 103) mengatakan bahwa 

terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dapat 

dikenakan atas suatu barang atau jasa : 

First, there must be an identifiable set of individuals or firms, 
not the whole community, that directly benefits from provision of 
thr good. Second it must be possible to exclude individual from 
consuming the goods if they do not pay. Third individuals must 
have the right to choose whether to consume the good. 

Terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum 

retribusi dikenakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yaitu 

pemisahan kenikmatan, dapat dikenakan Pungutan, dan sukarela. Ketiga 

kondisi tersebut tidak terdapat dalam pure public goods tetapi terdapat di 

pure private goods. Dengan demikian, kelayakan pengenaan retribusi 

lebih sesuai terhadap private goods daripada public goods.

Dengan gambaran-gambaran singkat mengenai teori retribusi di 

atas, yang menjadi poin penting adalah pemenuhan syarat syarat ini harus 

diikuti dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib 

retribusi. Objek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian 

Pemerintah Daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan 

dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga 

harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. 

dengan timbal balik yayanng sepadan.

LeLebibih lanjut Ronald C. Fisher (1996 6 :: 103) mengatakan bahwa 

terddaapat tiga syarat penentingng yanang g haharuuss dipenuhi sebelelumu  retribusi dapat 

dikenakan atatasas ssuauatu barang atau jasa :

First,t, tthehere must be an identifiabablele set oof f inndidiviv duals oror firms,
nonott the whole community, that directly bbene efititss frfromom pprovisision of 
thr good. Second it must be possible to exxclc ude inindidivividud al ffror m 
consuming the goods if they do not pay. Thirird indidivividuduals mumust 
have the right to choose whether to consume thhee goodod..

Terdapat tiga syarat penting yang harus dipenunuhi ssebebele umm 

retribusi dikenakan untuk membiayai pengadaan barang dann jasa, yyaaituu 

pemisahan kenikmatan, dapat dikenakan Pungutan, dan sukaarelaa. Ketiigaga 

kondisisi i tetersrsebebutut ttididakak ttere dadapat dadalalam m pupurere ppubublilicc gogoodo s tetapi terdapapatt ddi 

pure private goods. Dengan demikian, kelayakan pengenaan rretetriribubusi 

lelebihh sesuaiai ttererhahadadapp prprivivata e goododss dadariripapadada pupublblicic ggoodsds..

DeDengngaan gambabaran-gagammbaranan singkgkatat menengegenanaii teteorori i rretrtribibusi di 

atas, yang menjadi poin ppenting adadalah pemenuhan syarat syarat ini harus 

diikuti dengan manfaaat langsungg yang dapat dirasakan oleh wajib

retribusi. Objek retribubusi daaerah hendaknya menjadi perhatian 

Pemerintah Daerah dan bukakann hanya layanan yang seadanya. Perbaikan 
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Perbaikan dan pemanfaatan fasilitas bangunan dengan manejemen 

pendapatan asli daerah. 

 

 


